BAB VI
PENUTUP

1.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data pada bab v dapat disimpulkan
bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis rasio Efektivitas PAD, kabupaten TTU berada
pada tingkat efektif dengan rasio antara 90%-100% dan kabupaten TTS
berada pada kriteria sangat efektif dengan rasio diatas 100%.

2. Berdasarkan hasil analisis rasio Efisiensi Keuangan Daerah, kabupaten
TTU berada pada tingkat tidak efektif dengan rasio lebih dari 100% dan
kabupaten TTS berada pada tingkat cukup efektif dengan rasio 80%-
90%.

3. Berdasarkan hasil analisis rasio Ketergantungan Keuangan Daerah,
kabupaten TTU dan kabupaten TTS mempunyai ketergantungan yang
sangat tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan
rasio yang dicapai diatas 50%.

4. Berdasarkan hasil analisi rasio kemandirian daerah, kabupaten TTU dan
TTS berada pada pola hubungan Instruktif dimana peran pemerintah
lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dan tingkat
kemampuan daerah yang rendah dengan rasio yang dicapai berkisar 0%-
25%.

5. Berdasarkan hasil analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, pemerintah

daerah kabupaten TTU dan TTS masih sangat kurang untuk
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melaksanakan desentralisasi fiskal karena pendapatan daerah yang
diperoleh dari pemerintah pusat masih lebih besar dari pendapatan asli
daerah dan semakin meningkat setiap tahun. Rasio yang dicapai masih
dibawah 10%.

. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan
pendapatan pada kabupaten TTU semakin meningkat setiap tahun
dengan pertumbuhan yang positif. Sedangkan pada kabupaten TTS
pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi.

Pertumbuhan PAD kabupaten TTU selalu mengalami fluktuasi, dan pada
kabupaten TTS tahun 2016, pendapatan asli daerahnya mengalami
pertumbuhan yang negatif karena menurunnya realisasi Pendapatan asli
daerah pada kabupaten tersebut.

. Berdasarkan hasil analisis rasio belanja operasi terhadap total belanja
daerah pada kabupaten TTU dan TTS, anggaran yang dialokasikan untuk
belanja operasi cukup besar dengan rasio di atas 60%.

Sedangkan untuk rasio belanja modal pada kabupaten TTU dan TTS,
pengalokasiannya lebih sedikit yaitu dibawah 20%. Seharusnya anggaran
lebih banyak dialokasikan ke belanja modal karena belanja modal akan
digunakan untuk kepentingan publik demi kesejahteraan masyarakat.

. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja operasi, pada kabupaten
TTU mengalami fluktuasi disebabkan karena naiknya belanja pegawai,
belanja barang dan jasa serta belanja bantuan keuangan. Sedangkan pada

kabupaten TTS juga mengalami fluktuasi kecuali pada tahun 2014.
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Sedangkan pertumbuhan belanja modal pada kabupaten TTU pada tahun
2013 mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -34,83% dari tahun
sebelumnya. Hal ini disebabkan karena turunnya realisai belanja tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan dan irigasi. Pada
kabupaten TTS juga mengalami pertumbuhan yang negatif tahun 2014
sebesar -14,79% karena turunya realisasi belanja tanah, gedung dan

bangunan.

1.2 Saran
Adapun saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah
Selatan diharapkan terus meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah
yang ada serta menggali sumber PAD yang baru terutama untuk
penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan sumber keuangan yang
penting dan utama bagi daerah agar bisa memberikan kontribusi yang
besar bagi daerah serta mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap
dana perimbangan dari pusat.

2. Pemerintah daerah harus meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan
memberikan sosialisasi secara berkelanjutan akan pentingnya membayar
pajak dan retribusi.

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih rinci lagi menganalisis kinerja

pemeritah daerah dengan perubahan waktu dalam penelitian.
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